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ABSTRAK
Nama : Fitri Takbirani
Jurusan : Ilmu Komunikasi

Judul : Negosiasi Adat Kebolehan Pernikahan Sasuku di Nagari
Taram, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat

Larangan pernikahan sasuku dalam adat Minangkabau merupakan norma
adat yang bertujuan menjaga keteraturan sistem kekerabatan matrilineal dan
keharmonisan sosial masyarakat. Di Nagari Taram, Kabupaten 50 Kota, larangan
tersebut tidak selalu ditetapkan secara kaku, melainkan dikelola melalui
mekanisme negosiasi adat. Tujuan penelitian ini menjelaskan proses negosiasi
adat dalam kebolehan pernikahan sasuku di Nagari Taram. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data
diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan tokoh
adat dan pelaku pernikahan sasuku yang terlibat langsung dalam proses negosiasi
adat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori manajemen konflik
Rahim dan Magner yang memandang konflik sebagai perbedaan kepentingan
yang perlu dikelola agar tidak mengganggu keseimbangan sosial. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa kebolehan pernikahan sasuku tidak diberikan melalui
penghapusan larangan adat, melainkan melalui proses negosiasi sebagai strategi
pengelolaan konflik. Negosiasi adat tersebut berlangsung melalui dua mekanisme
utama, yaitu kompromi dan obligasi adat.

Kata kunci: Negosiasi Adat, Pernikahan Sasuku, Adat Minangkabau,
Manajamen Konflik
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ABSTRAK

Name : Fitri Takbirani

Departement : Ilmu Komunikasi

Title : Customary Negotiation in Granting Permission for Same-Clan
Marriage in Nagari Taram, 50 Kota Regency, West Sumatra

Province

The prohibition of same-clan marriage in Minangkabau customary law constitutes
a social norm aimed at maintaining the order of the matrilineal kinship system
and social harmony within the community. However, in Nagari Taram, 50 Kota
Regency, this prohibition is not always applied rigidly but is managed through a
mechanism of customary negotiation. This study aims to explain the process of
customary negotiation in granting permission for same-clan marriage in Nagari
Taram. The research employs a qualitative approach with a descriptive research
design. Data were collected through field observations and in-depth interviews
with customary leaders and individuals involved in same-clan marriages who
directly participated in the customary negotiation process. Data analysis was
conducted using Rahim and Magner's conflict management theory, which views
conflict as a difference in interests that must be managed to maintain social
balance. The findings indicate that permission for same-clan marriage is not
granted through the abolition of customary prohibitions, but through negotiation
processes as a strategy for conflict management. In practice, this customary
negotiation takes place through two main mechanisms, namely compromise and
customary obligations.

Keywords: Customary Negotiation, Same-Clan Marriage,

Customary Law, Conflict Management

Minangkabau

i
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SWT atas segala rahmat dan kemudahan yang telah diberikan, sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan
studi dan memperoleh gelar Strata Satu (S1). Shalawat serta salam semoga
senantiasa tercurah bagi umat manusia. Skripsi yang berjudul “Negosiasi Adat
Kebolehan Pernikahan Sasuku di Nagari Taram, Kabupaten 50 Kota,
Provinsi Sumatera Barat” ini disusun sebagai karya ilmiah guna memenuhi
salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi
(S:a.Kom) pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan
Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak
bantuan, dukungan, doa, serta perhatian yang sangat berarti dari berbagai pihak.
Ucapan terimakasih yang paling tulus penulis sampaikan kepada kedua orang tua
tercinta, Apa Salman yang senantiasa memberikan kekuatan, keteladanan, dan
dukungan tanpa batas, serta Ama Erlina yang dengan penuh kasih sayang dan
kelembutan hati selalu mendoakan dan menyertai setiap langkah penulis. Penulis
juga menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada abang
tercinta, Muhammad Ilham, yang senantiasa memberikan semangat, motivasi,
q _ dan dukungan moril selama proses perkuliahan, serta bantuan materil yang sangat
3 ~ < berarti bagi penulis hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan
ucapan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

S Fa 1. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E., Ak, CA. selaku Rektor
= 2 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

; Prof.H. Raihani, M.Ed., Ph.D. selaku Wakil Rektor I, Dr. Alex Wenda,
S.T., M.Eng. selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Harris Simaremare, M.T.
selaku Wakil Rektor III.

3. Prof. Dr. Masduki, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan
= Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

B 0 4. Dr. Muhammad Badri, S.P., M.Si. selaku Wakil Dekan I, Dr. Titi Antin,
2 c S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan II, Dr. Sudianto, S.Sos., M.L.Kom.
selaku Wakil Dekan III.

r
N

NI wz edue
|‘-|i|| .|_.: -UUE

111



10.

11.

12.

13.

14.

Dr. Musfialdy, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi dan Dr.
Tika Mutia, S.I.LKom., M.LKom selaku Sekretaris Program Studi Ilmu
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Rusyda Fauzana, S.S., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang dengan
penuh kesediaan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran, serta
menunjukkan kesabaran dalam membimbing penulis dari awal hingga
akhir penyusunan skripsi, sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
Elfiandri, Dr., M.Si. selaku penasehat akademik dari awal semester hingga
semester tujuh, terimakasih bapak semoga menjadi amal jariyah.

Seluruh dosen Fakultas dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
Penulis mengucapkan terimakasih atas ilmu, bimbingan, dan pengalaman
akademik yang telah diberikan, semoga menjadi bekal bermanfaat bagi
penulis serta bernilai amal jariyah bagi Bapak dan Ibu sekalian.

Seluruh tenaga kerja kependidikan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu
serta memberikan pelayanan administrasi dengan baik selama proses
perkuliahan hingga penyusunan skripsi.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada teman-teman terdekat, yaitu
Nevi Puspa Wardani, Badilah Elvita, Atilla Salsabila, Maghfirah Azzah,
Fini Elfioni Azizi, dan Latifa Melika Barnis, yang telah menjadi rekan
seperjuangan selama masa perkuliahan. Terimakasih atas kebersamaan,
dukungan, motivasi, serta berbagai pengalaman yang telah dilalui
bersama, sehingga memberikan semangat dan kenangan berharga bagi
penulis dalam menyelesaikan studi.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Vitari Swandi selaku
kakak penulis yang senantiasa memberikan dukungan, baik secara moral
maupun materil. Semangat, perhatian, dan bantuan yang diberikan menjadi
motivasi berharga bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan
penyusunan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada tokoh adat, ninik mamak, bundo
kanduang, serta pasangan pernikahan sasuku di Nagari Taram yang telah
bersedia menjadi informan dan memberikan data serta informasi dalam
penelitian ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang tidak
dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan,
serta kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini.

Terakhir, penulis mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri, Fitri
Takbirani atas keberanian untuk terus bertahan, berusaha, dan tidak
menyerah dalam menyelesaikan penelitian ini. Proses penyusunan skripsi

v



nery eysng NN uizi edue) undede ymuag wejep iu sijny eAley yninjas neje ueibeges yeAueqiadwaw uep ueywnwnbusw Buele|iq 'z

‘nery eysng NN Jefem 6ueh uebunuadey ueyibnisw yepn uednnbuad ‘g

‘yejesew njens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesijnuad ‘uenjauad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uedinnbuad ‘e

JJaquuns ueyingaAusiu uep ueywniuesusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuljig e3d1) YeH

bukanlah perjalanan yang mudah, karena penulis harus melalui berbagai
tekanan, keraguan, kelelahan, serta kondisi yang terkadang membuat
langkah terasa berat. Ucapan terimakasih ini merupakan bentuk
penghargaan kepada diri sendiri atas kesabaran, keteguhan, dan komitmen
untuk menyelesaikan tanggung jawab akademik dengan sebaik mungkin,
sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap proses yang dilalui memiliki
nilai dan makna tersendiri.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat
dan kontribusi bagi pembaca, baik secara akademis maupun praktis.

Pekanbaru, 28 Desember 2025

Penulis,

Fitri Takbirani

Nim. 12240321535



un-f

ABSTRAK ......
ABSTRACK ...
KATA PENGANTAR ...,
DAFTARISI ...
DAFTAR TABEL ......oooiiiiiiii s
DAFTAR BAGAN ...

DAFTAR ISI

= DAFTAR GAMBAR ........ccoooiiiiiii s

Z BABI  PENDAHULUAN......ooccoommimiimmriiinnennesssessssssessessssesesons

1.1 Latar Belakang Penelitian...........c.cccooviiiiiiieniciiienen

1.2 Penegasan Istilah ........cccoccooriiiiiiiii

1.3 Rumusan Masalah...........ccccocceiiiniiiiiii

1.4 Tujuan Penelitian ..........ccoooveviiiiiiieniniesecce e

1.5 Manfaat Penelitian ............ccoovieeiieninieniecccscee e

BABII  PEMBAHASAN ..ottt

2.1  Kajian Terdahulu.........c.cocoooiiiiiiiniiiee

22 LtSESa SR .................ccnennecnenne e e nnes

2.2.1 Teori Manajemen Konflik...........cccooeniiiiiiiinnnn

2T CTGETTIE. ....................cococneeinennnnieessensses SN

2.2.3 Adat Minangkabau............ccccceviriininiiiiiiicie

= =i 2.2.4 Pernikahan Adat Minangkabau..............ccccoerene
5 : :_ 2.2.5 Pernikahan Sasuku..........cccoceeviiiiiiiiiiiiic e,
o o = 2.3 Kerangka Pemikiran .........ccccoovvirieneieniiienniieneese s
o BABIII METODE PENELITIAN ...
z 3.1  Desain Penelitian .........ccccevueuerereineeieisesseeesesesesesenens
B Dpg 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ............ccccooeiiiiinininnne,
o D _ 3.3 Sumber Data Penelitian .............cccceeeviiiieeiiiiine e,
f 2 3.4 Informan Penelitian ...........cccoviiiiiiiniiiniiicee e
\J - 3.5 Teknik Pengumpulan Data............cccooviniiiiiniiiiicin
= 3.6  ValiditasoDatamrmg ... g g g amiogros . ... g o
5_ — 3.7 Teknik Analisis Data..........ccccoovieiiiiiiiiiiniieiee e
& BABIV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.............cccccooeissirsmnnrs
8 4.1  Sejarah Nagari Taram ..........ccccoeviiviiiiiiniiiiiiiceseene
—”I 4.2 Letak Geografis Nagari Taram..........cccoeeverviiiiiiniinnnne
- = 4.3 Pemerintahan Nagari Taram ..........ccccoceviveiiniiieninninnns

uenelu

niens

vi

23
23
23
24
24
25
26
27

28
28
30
31



e 2=

_u\r|
A_u,%w

..I

UIN SUSKA RIAU

32
58
59
60
66

32
41
58

vil

Kesimpulan ..o

(ST Y- ¥ ¢ ) o NP

IRAN

HASIL DAN PEMBAHASAN. ..o
HaST] oo
5.2 Pembahasan .....coooouuoeiiiie e

5.1
6.1

\4
V1

=
© @mx O_Uﬁ%:\:__x _M,. Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



25

DAFTAR TABEL
viil

1 3.1 Tabel Informan Penelitian ...........vuevviiiiiiiieiiiiii e eeereenns

© Hak ci me milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
T
ﬂ\fl Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
..u. ,. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
ff .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



22

DAFTAR BAGAN
1X

an 2.1 Kerangka Pemikiran...........ccccovviiiiiiiiiiiiiic

© Hak cipgiga milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
m

..u. ;ﬂf A.D__mqmzms,_m:mcﬁ_umwcm@mm:mﬁmcmm_cE:memE__mE:mzum:,_m:om:”caxm:am:3m:<mc5wm:mc3cmn
ff .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ﬂ\, Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU



30

DAFTAR GAMBAR

bar 4.1 Peta Digital Lokasi Nagari Taram...........cccoceviniiiiniiiinnnnn

© Hak o_mnwm milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
..u. ;ﬂf 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
ff .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang terdiri dari berbagai
pulau, tercatat kurang lebih sekitar 17.000 pulau yang ada di Indonesia yang
tersebar dari Sabang hingga Merauke. Lebih dari 239 juta jiwa yang tinggal di
sana, dengan berbagai macam suku bangsa dan tradisi yang berbeda di setiap
daerahnya. Suku bangsa dan tradisi yang berbeda di setiap daerahnya adalah
salah satu kekayaan yang dimiliki negara Indonesia yang tidak dimiliki negara
lain. Sebagai warga negara yang baik ini adalah suatu kebanggaan yang harus
dilestarikan agar tradisi dan kebudayaan tidak hilang ditinggalkan oleh
perkembangan zaman (Ummah, 2019).

Pernikahan adalah dimensi kehidupan yang penting dalam kehidupan
manusia. Pernikahan merupakan ikatan yang dalam dan kuat sebagai
penghubung laki-laki dan perempuan dalam membentuk sebuah keluarga.
Pernikahan bukan hanya mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan
dan laki laki), tetapi juga penyatuan dua keluarga. Banyak aturan-aturan yang
harus dijalankan, aturan adat istiadat yang mengandung sifat religio-magis.
Dalam melaksanakan pernikahan, masyarakat Minangkabau tidak hanya
berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perkawinan, tetapi juga berpedoman kepada aturan hukum agama dan hukum
adat sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “ Perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaan
itu” (Mardius & Maulida, 2022).

Salah satu suku di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yaitu suku
Minangkabau yang penduduknya kebanyakan tinggal di Sumatera Barat,
banyak tradisi yang masih sangat dijaga saat ini salah satunya dalam hal
pernikahan. Dalam adat dan budaya di Minangkabau, pernikahan adalah
moment penting dalam hidup, pernikahan merupakan peralihan untuk
membentuk keluarga dan penerus baru. Pernikahan untuk laki-laki minang
adalah proses memasuki keluarga baru yaitu keluarga dari istri. Namun untuk
keluarga dari istri, pernikahan adalah bagian proses menambah anggota baru
ke rumah gadang mereka. Pernikahan dalam adat Minangkabau diatur oleh
syarak dan adat. Pernikahan menurut syarak yaitu pernikahan menurut syariat
Islam, sedangkan menurut adat ketika seorang laki-laki dan seorang
perempuan antara keduanya tidak ada yang bertentangan dengan adat
Minangkabau dan sudah memenuhi syarat (Ummah, 2019).

Salah satu tradisi yang kental di Minangkabau adalah larangan menikah
dalam satu suku, yang dikenal dengan sebutan nikah sasuku. Hukum adat
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Minangkabau memiliki peranan krusial dalam mengatur kehidupan
masyarakatnya, terutama dalam hal pernikahan. Larangan menikah dengan
orang sepersukuan mencerminkan perhatian yang dalam terhadap hubungan
kekeluargaan serta kesinambungan keturunan. Aturan ini bertujuan untuk
menjaga keberagaman genetik, menghindari potensi konflik internal dalam
keluarga, serta memperkuat solidaritas dan identitas kelompok. Di berbagai
masyarakat lainnya, ketentuan serupa sering dijumpai sebagai langkah untuk
memelihara kestabilan sosial dan mencegah masalah yang mungkin timbul
akibat hubungan terlalu dekat dalam kekerabatan (Febria et al., 2022).

Menurut penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Zakky Maulana
Hadi dengan judul “ Larangan Nikah Sesuku Di Kelurahan Kalumbuak Kota
Padang”(2024) hanya melihat aspek larangan nikah sasuku dalam aspek
hukum adat dan bagaimana hal itu berdampak pada masyarakat. Penelitian ini
fokus pada pentingnya adat untuk mempertahankan solidaritas sosial dan
kekerabatan di masyarakat Minangkabau.

Namun ada saat dimana pernikahan sasuku bisa dilakukan melalui proses
negosiasi. Proses negosiasi ini memiliki peranan yang sangat penting dalam
adat budaya Minangkabau, dimana prinsip adat dan norma sosial sangat
berpengaruh terhadap keputusan pernikahan. Dalam tradisi ini, negosiasi tidak
hanya melibatkan pasangan, tetapi juga anggota keluarga dan pemangku adat
yang bertindak sebagai perantara untuk mencapai kesepakatan yang
menguntungkan kedua belah pihak. Proses ini menunjukkan nilai-nilai
kolektif yang harus dihargai dalam masyarakat (Lubis et al., 2023).

Pemangku adat berperan sebagai mediator yang membantu menyelesaikan
konflik yang mungkin muncul akibat pelanggaran norma adat, dengan
memastikan bahwa semua pihak dapat menyampaikan pendapat mereka. Hasil
dari negosiasi ini sering kali berupa kompromi yang memungkinkan pasangan
untuk melanjutkan rencana pernikahan mereka dengan syarat tertentu, seperti
pembayaran denda atau pelaksanaan upacara adat yang spesifik. Proses ini
juga berfungsi untuk menjaga hubungan sosial dalam komunitas, di mana
melibatkan seluruh anggota keluarga dan pemangku adat dapat membuat
pernikahan sasuku yang awalnya dianggap tabu menjadi lebih diterima,
asalkan semua pihak setuju dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, negosiasi dalam pernikahan sesuku bukan sekadar
formalitas, melainkan bagian penting dari cara masyarakat Minangkabau
beradaptasi dengan perubahan sambil tetap mempertahankan nilai-nilai
budaya mereka (Al Amin et al., 2023).

Negosiasi merupakan proses dimana penawaran diajukan dan
dipertimbangkan hingga mencapai kesepakatan. Seperti yang dinyatakan oleh
Phil Bagualy dalam bukunya T7each Yourself Negotiatif, negosiasi adalah



metode untuk mencapai keputusan yang disetujui dan diterima oleh kedua
pihak, serta menyepakati rencana tindakan yang akan dilaksanakan di masa
depan. Negosiasi tidak hanya terbatas pada proses tukar-menukar kepentingan,
tetapi juga merupakan bentuk komunikasi yang bersifat dua arah dan
terstruktur, yang dilakukan untuk mencapai kesepahaman di antara pihak-
pihak yang memiliki perbedaan pandangan. Negosiasi adalah proses interaktif
yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang awalnya memiliki pemikiran
berbeda, kemudian berusaha mencapai suatu kesepakatan bersama. Dalam
proses ini, setiap pihak saling menyampaikan harapan, memberikan
penawaran, dan mempertimbangkan berbagai alternatif sebelum sampai pada
titik temu. Oleh karena itu, negosiasi dapat dipandang sebagai sarana untuk
menyatukan tujuan dan menjembatani kepentingan yang beragam, baik dalam
kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks organisasi. Hal ini menjadikan
negosiasi sebagai keterampilan penting yang dibutuhkan dalam membangun
komunikasi yang konstruktif dan menghindari konflik berkepanjangan
(Marliana, 2024).

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marlina, Nurman S, Ideal
Putra dan Yusnanik Bakhtiar yang berjudul “ Penyelesaian Konflik Adat
Kawin Sasuku” mengatakan pasangan yang menikah sasuku akan terkena
dampak jika tidak ada upaya negosiasi sebelumnya. Dalam masyarakat
Minangkabau adat dan kekerabatan sangat dipertahankan dan dijunjung tinggi.
Pasangan yang tetap melanggar larangan nikah sasuku akan mendapat
penolakan dari keluarga dan masyarakat. Akibatnya, proses negosiasi menjadi
penting untuk menghindari konflik dan kensekuensi negatif lainnya. Proses
negosiasi yang konstruktif dapat membantu orang saling memahami dan
menerima satu sama lain sehingga pernikahan dapat bertahan dengan
dukungan dari semua pihak yang terlibat (Nurman et al., 2025).

Di Nagari Taram Kabupaten 50 Kota larangan menikah sasuku masih
menjadi panduan yang dipegang teguh oleh masyarakat. Meski demikian,
tantangan mulai muncul ketika kalangan muda mulai mempertanyakan norma
yang telah ada. Dalam konteks ini pemangku adat memiliki peran yang sangat
krusial dalam mengkomunikasikan maksud dari kenapa ada larangan nikah
sasuku dan menjelaskan masih ada cara negosiasi yang bisa dilakukan ketika
pasangan yang sasuku ingin menikah, dengan mengikuti syarat dan ketentuan
adat yang berlaku (Al Amin et al., 2023).

Menurut keterangan Sekretaris Kerapatan Adat Nagari Taram, Dt. Rajo
Mahudun Nan Gomok, menjelaskan bahwa larangan menikah sesuku masih
dijunjung tinggi karena dianggap melanggar garis keturunan dan nilai adat
Minangkabau yang memandang sesuku sebagai satu asal. Namun, seiring
perkembangan zaman, sebagian generasi muda mulai mempertanyakan aturan



tersebut. Dalam menghadapi kasus seperti itu, pihak adat biasanya melakukan
musyawarah untuk menelusuri asal-usul kedua calon. Jika terbukti tidak
memiliki hubungan darah dekat, pernikahan dapat dipertimbangkan dengan
kesepakatan bersama. Ketua Adat menegaskan bahwa masyarakat Taram kini
berusaha menyeimbangkan antara menjaga adat warisan leluhur dan
menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi.

Penelitian mengenai Negosiasi Adat Kebolehan Pernikahan Sasuku di
Nagari Taram, Kabupaten 50 Kota perlu dilakukan. Keberadaan tradisi
larangan menikah sasuku yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat
setempat, namun mulai dipertanyakan oleh generasi muda. Hal ini disebabkan
oleh terjadinya pergeseran cara pandang generasi muda terhadap adat istiadat,
khususnya terkait persoalan pernikahan. Generasi muda hidup dalam arus
modernisasi dan globalisasi yang mendorong pola pikir lebih terbuka,
rasional, serta lebih menekankan hak individu dalam menentukan pasangan
hidup. Meskipun adat Minangkabau melarang menikah sasuku untuk menjaga
budaya Minangkabau, ada keadaan dimana pasangan sasuku tetap menikah
setelah proses perundingan dan negosiasi bersama pemangku adat dan
keluarga besar. Fokus penelitian ini untuk menjelaskan secara menyeluruh
proses negosiasi pernikahan sasuku di Nagari Taram Kabupaten 50 Kota,
kekuatan peran pemangku adat dalam proses tersebut, dan bagaimana hasil
negosiasi berdampak pada tradisi dan harmoni sosial di Nagari Taram.
Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang
proses negosiasi adat yang terjadi ketika pasangan sasuku ingin menikah di
Nagari Taram, Kabupaten 50 Kota.

1.2 Penegasan Istilah
1. Negosiasi
Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa "negosiasi" sebagai
- - sebuah proses tawar-menawar yang dilakukan dengan berunding untuk

mencapai kesepakatan secara bersama (Zainal, 2017). Negosiasi
merupakan suatu proses komunikasi yang terjadi antara dua pihak atau
lebih dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan, serta hasil yang saling
menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Negosiasi merupakan
= bagian penting dari interaksi sosial yang berfungsi menyatukan perbedaan,
% mengelola kepentingan, serta mencari solusi bersama terhadap suatu
= persoalan (Dr. dr. A.J. Djohan, 2021).

= 2. Adat

Adat istiadat adalah kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi
= dan telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah. Adat istiadat
_ mencakup norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi pedoman perilaku
5 dan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bagian integral
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dari budaya, adat istiadat memainkan peran krusial dalam membentuk
identitas dan karakter suatu komunitas, terutama di Indonesia yang dikenal
dengan keragaman budayanya. Norma adat merupakan aturan tidak tertulis
yang mengatur perilaku individu dalam komunitas, sementara nilai adat
adalah prinsip-prinsip yang dianggap penting dan dihargai oleh
masyarakat, yang tidak hanya mengatur hubungan antar individu tetapi
juga hubungan manusia dengan lingkungan dan Tuhan (Dja’far & Dja’far,
2019).
Adat istiadat terwujud dalam berbagai upacara, ritual, dan aktivitas sosial
yang memperkuat kohesi sosial dan solidaritas komunitas. Namun, di
zaman modernisasi dan globalisasi, keberadaan adat istiadat menghadapi
berbagai tantangan, seperti perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang
dapat mengikis keberlangsungan tradisi (Turyani et al., 2024).
3. Pernikahan Sasuku
Pernikahan antara orang-orang dari suku yang sama disebut pernikahan
sasuku. Pernikahan sasuku sering kali dilarang dalam adat Minangkabau
untuk mencegah terjadinya hubungan kekerabatan yang terlalu dekat, yang
dapat mengakibatkan komplikasi dalam struktur sosial dan kekerabatan
(Depdikbud, 1997).
Larangan pernikahan sasuku didasarkan pada nilai-nilai budaya yang
menekankan betapa pentingnya menjaga jarak kekerabatan untuk
menjamin keberlangsungan hubungan sosial yang sehat (Dewi & Nizam,
2023).
1.3 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini Bagaimana Negosiasi Adat
Kebolehan Pernikahan Sasuku di Nagari Taram Kabupaten 50 Kota, Provinsi
Sumatera Barat ?
1.4 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah
mengetahui, Bagaimana Negosiasi Adat Kebolehan Pernikahan Sasuku di
Nagari Taram Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat
1.5 Manfaat Penelitian
a. Teoritis
Kedepannya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan atau
referensi bagi para mahasiswa tentang, bagaimana proses negosiasi yang
terjadi dalam kebolehan pernikahan sasuku di Nagari Taram Kabupaten 50
Kota, Provinsi Sumatera Barat
b. Praktis
Untuk memenuhi syarat penugasan akhir perkuliahan guna mendapatkan
gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Komunikasi.



BAB 11
PEMBAHASAN
2.1 Kajian Terdahulu

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti sejauh ini, penelitian tentang
Negosiasi Adat Kebolehan Pernikahan Sasuku di Nagari Taram Kabupaten 50
Kota, belum pernah dilakukan. Dan beberapa penelitian di bawah ini merupakan
penelitian atau kajian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Al Amin, Syofiani, Arif Rahmat,

Fidya Novita, dan Laras Sandi pada tahun 2023 yang berjudul “ Larangan
Pernikahan Sesuku di Minangkabau ” Berdasarkan hasil dari penelitian
ini, antara lain sebagai berikut: Studi ini menggunakan pendekatan hukum
sosiologis untuk memperdalam pemahaman tentang norma-norma
tradisional dalam pernikahan, terutama larangan pernikahan dengan suku -
suku lain. Temuan studi menunjukkan bahwa komunitas Minangkabau
mematuhi sistem kekerabatan matrilineal, di mana pernikahan dengan
orang luar harus dilakukan untuk mempertahankan garis dan identitas
suku. Proses pernikahan tradisional yang dikenal sebagai Baralek
mencakup banyak ritual di mana para penatua tradisional dan tokoh
masyarakat berpartisipasi.
Studi ini juga menemukan bahwa pelanggaran larangan pernikahan dapat
menyebabkan sanksi norma yang keras, seperti pengecualian masyarakat
dan pembayaran denda. Studi ini menekankan bahwa larangan pernikahan
tidak hanya aturan adat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang
mendalam karena kebutuhan untuk mempertahankan harmoni dan
identitas etnis. Selain itu, penelitian ini menunjukkan pergeseran dalam
persepsi masyarakat tentang larangan ini, terutama di daerah perkotaan di
mana praktik pernikahan diterima meskipun ada tantangan keluarga. Oleh
karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk memahami
dinamika sosial dan budaya dalam konteks pernikahan tradisional dan cara
beradaptasi dengan perubahan nilai -nilai tradisional di Minangkabau (Al
Amin et al., 2023).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aisyah mahasiswa Jurusan
Komunikasi dan Penyiaran Islam: Tahun 2023 dengan Judul *“ Negosiasi
Identitas Pernikahan Suku Mandar Dan Bugis Di Ujung Lero
Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang > Berdasarkan hasil dari
penelitian ini, antara lain sebagai berikut: Proses negosiasi identitas dalam
pernikahan antara suku Mandar dan Bugis di Desa Lero, Kabupaten
Pinrang, mencerminkan adanya kerja sama antara dua suku yang berbeda.



Melalui ikatan pernikahan, hubungan antara kedua suku ini semakin erat,
dengan masyarakat yang menunjukkan sikap toleransi tinggi terhadap
perbedaan. Mereka saling membantu tanpa memandang perbedaan suku di
Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Bentuk
negosiasi dalam pernikahan tersebut melibatkan dua bentuk, yaitu asosiatif
dan disosiatif. Adapun hambatan dan penunjang dalam pernikahan antara
suku Mandar dan Bugis, meskipun perbedaan budaya atau suku tidak
dijadikan sebagai penghalang dalam hubungan tersebut. Sebaliknya,
perbedaan tersebut justru menjadi faktor pemersatu dan menciptakan
lingkungan yang toleran di Ujung Lero, Kabupaten Pinrang. Hambatan
yang muncul termasuk kendala bahasa, perbedaan persepsi, komunikasi
yang eksklusif, harapan hidup yang berbeda, serta hubungan dengan
keluarga dan teman. Di sisi lain, faktor yang mendukung terbentuknya
pernikahan ini berasal dari faktor internal dan eksternal. Dalam konteks
pernikahan antara suku Mandar dan Bugis, terjadi perpaduan antara nilai-
nilai budaya kedua suku. Proses pernikahan mencakup elemen-elemen
yang mencerminkan identitas masing-masing suku, tetapi juga
menunjukkan toleransi terhadap perbedaan. Bentuk negosiasi dalam
perkawinan ini melibatkan aspek-aspek asosiatif, yang menciptakan
kerjasama dan kebersamaan, serta aspek disosiatif, di mana perbedaan
diakui namun tidak menyebabkan konflik. Hal ini tercermin dalam sikap
saling membantu dan menjaga harmoni di antara kedua suku tanpa
membiarkan perbedaan etnis menjadi penghalang. Hambatan yang muncul
dalam negosiasi identitas ini biasanya berkaitan dengan bahasa, perbedaan
persepsi, eksklusivitas komunikasi, serta perbedaan harapan hidup diantara
kedua pihak. Namun, dukungan inner dari keluarga dan eksternal dari
masyarakat yang toleran turut membantu memfasilitasi proses negosiasi
ini. Akhirnya, pernikahan antara suku Mandar dan Bugis di wilayah ini
menjadi salah satu bentuk sinergi budaya yang menguatkan hubungan
sosial di tengah masyarakat yang multikultural (Syafrida, 2020).

. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Ade Kurniawati, Syamsu Madyan,

dan Shofiatul Jannah, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Malang, Pada Tahun 2024 yang berjudul “ Negosiasi
Adat Dan Syari’ at Dalam Prosesi Mambuka Lawang Sekepeng (Studi
Kasus Tradisi Pernikahan Adat Dayak Ngaju Untuk Pasangan
Muslim Di Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah) ” Berdasarkan
hasil dari penelitian ini, Antara lain sebagai berikut: Lawang Sakepeng
adalah tradisi adat yang berasal dari Kalimantan Tengah, khususnya dari
suku Dayak Ngaju. Tradisi ini melibatkan penggunaa, pintu atau gapura
yang disebut "sekepeng," yang berkaitan dengan seni bela diri pencak



silat. Lawang Sakepeng biasanya dilakukan dalam acara penyambutan
tamu atau rombongan, dan hingga kini masih digunakan oleh masyarakat
Dayak di Kabupaten Lamandau sebagai bagian dari adat pernikahan untuk
menyambut mempelai pria. Tradisi ini memiliki makna simbolis, yaitu
untuk menghindarkan segala rintangan dan bahaya yang mungkin
menimpa kedua mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
Acara adat lainnya yang masih dilestarikan oleh masyarakat Dayak Ngaju
adalah tradisi minum tuak dalam upacara pernikahan. Minum tuak
memiliki makna untuk mempererat tali persaudaraan. Perkawinan adat
Dayak Ngaju sebagian besar terinspirasi dari agama Hindu Kaharingan,
yang beberapa unsurnya mungkin tidak selaras dengan hukum Islam.
Tradisi minum tuak biasanya dilakukan ketika pembukaan lawang
sakepeng. Upacara pernikahan adat Dayak Ngaju ini telah menjadi custom
penting bagi masyarakat Dayak dan dianggap sebagai cara untuk menjaga
kelestarian nilai-nilai adat dan budaya. Terlepas dari agama yang dianut,
pernikahan adat ini diharapkan tetap dilestarikan dalam kehidupan
masyarakat Dayak (Kurniawati & Madyan, 2024).

. Penelitian dilakukan oleh Andry Ramdesta, Syahrizal, Hairul Anwar

Mahasiswa Universitas Andalas Indonesia, Tahun 2023 Peneliti
menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan judul *
Negosiasi Budaya Pada Amalgamasi (Studi Kasus Suku Bangsa Bugis
Dengan Minangkabau Di Kelurahan Tagaraja) “ Berdasarkan hasil dari
penelitian ini, Antara lain sebagai berikut: Kelurahan Tagaraja merupakan
contoh masyarakat multikultural yang mencerminkan keberagaman etnis,
seperti Melayu, Bugis, Minangkabau, Jawa, dan lainnya dalam satu
wilayah administratif. Hubungan sosial yang terbentuk melalui proses
amalgamasi mendorong setiap keluarga dari latar belakang budaya yang
berbeda untuk saling bernegosiasi. Fokus penelitian ini adalah mengkaji
sistem perkawinan dan proses negosiasi dalam pernikahan antara suku
Bugis dan Minangkabau, yang memiliki perbedaan dalam pranata
perkawinan mereka. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan
menggunakan pendekatan studi kasus. Informasi dikumpulkan melalui
observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa prosesi pernikahan lebih cenderung
mengikuti budaya pihak perempuan, namun garis keturunan dan hak waris
ditentukan  berdasarkan  kesepakatan kedua keluarga, dengan
mempertimbangkan keuntungan dari aspek sosial budaya. Oleh karena itu,
suku bangsa yang hidup di Kelurahan Tagaraja telah melakukan
penyesuaian satu sama lain yang dimana mereka telah menyetujui secara
tidak tertulis bagaimana awalan dari tahapan menuju perkawinan yang



akan mereka laksanakan. Uang hantaran memang menjadi kunci utama
dalam perkawinan beda suku bangsa di Kelurahan Tagaraja baik itu suku
bangsa Bugis maupun suku bangsa Minangkabau. Namun, masih ada rasa
untuk saling mentoleransi dalam memberikan jumlahnya dan juga setiap
keluarga memiliki cara tertentu di dalam melakukan pendekatan untuk
mendapatkan kata mufakat tentang nilai yang akan diberikan ke keluarga
laki-laki (Ramdesta, 2023).

Penelitian dilakukan oleh Yumma sakinah lubis, Nuzu iskandar, dan
Hannifli yusra Institut Agama Islam Negeri Kerinci Tahun 2024 dengan
judul “ Negosiasi Adat dan Administrasi Perkawinan Dalam
Pengurusan Pengantar Nikah Di Sungai Penuh ” Berdasarkan hasil dari
penelitian ini, Antara lain sebagai berikut: Di dalam penelitian tersebut
menjelaskan  menjelaskan  bagaimana penerapan Undang-Undang
Perkawinan berinteraksi dengan aturan-aturan adat dalam suatu komunitas
masyarakat. Umumnya dipahami bahwa pelaksanaan hukum positif tidak
terjadi secara otomatis tanpa adanya interaksi dengan konteks sosial
budaya setempat, terutama jika objek yang diatur telah lebih dahulu diatur
oleh norma-norma adat yang bersifat lokal. Artikel ini bertujuan untuk
mengisi kekosongan penelitian dengan menjelaskan bagaimana hukum
positif mempengaruhi praktik perkawinan yang telah lama dijalankan
masyarakat, serta bagaimana norma-norma adat memengaruhi pelaksanaan
hukum positif. Studi ini menggunakan pendekatan grounded hypothesis,
dengan informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi
dokumen. Penelitian dilakukan di salah satu kecamatan di Kota Sungai
Penuh, Jambi. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa masyarakat Sungai
Penuh tidak keberatan dengan penambahan syarat dalam prosedur
registrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama, yaitu adanya persetujuan
tertulis dari tokoh adat yang disebut tengganai, meskipun syarat tersebut
tidak secara formal tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun
peraturan turunannya. Justru, masyarakat menerima aturan tambahan ini
sebagai bentuk harmoni yang baik antara aturan negara, agama, dan adat.
Dalam proses pengurusan pengantar nikah, negosiasi ini terlihat dalam
persyaratan tambahan yang tidak tercantum dalam dokumen hukum
negara, seperti perlunya persetujuan tertulis dari tokoh adat yang disebut
tengganai. Meskipun syarat ini tidak diatur secara resmi dalam Undang
Undang Perkawinan, masyarakat setempat menerima dan menghargai
ketentuan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap adat lokal. Dalam
praktiknya, hal ini menciptakan sinergi yang baik antara hukum negara,
agama, dan adat. Proses negosiasi ini sering kali melibatkan diskusi antara
keluarga, tokoh adat, dan pejabat KUA untuk memastikan semua syarat
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adat dan administrasi terpenuhi. Kesepakatan dicapai untuk memastikan
bahwa pernikahan dapat dilangsungkan dengan sah menurut adat dan
hukum. Dengan demikian, negosiasi adat dan administrasi dalam
pengurusan pengantar nikah di Sungai Penuh mencerminkan bagaimana
adat dan aturan hukum formal dapat saling melengkapi, menciptakan
sebuah proses yang harmonis dan tetap menghormati kedua sistem
tersebut (Lubis et al., 2023).

Penelitian ini dilakukan oleh, Baiq Laela Handay, mahasiswi program
studi ilmu komunikasi tahun 2022 dengan judul “ Komunikasi Negosiasi
Dalam Tradisi Pisuke Pada Masyarakat Desa Selong Belanak
Kabupaten Lombok Tengah ” Berdasarkan hasil dari penelitian ini,
Antara lain sebagai berikut: Penelitian ini fokus pada bagaimana
komunikasi negosiasi berlangsung dalam tradisi pisuke, yang berkaitan
dengan pemberian uang jaminan dalam pernikahan adat masyarakat Sasak
di Lombok. Tujuan dari studi ini adalah untuk memahami interaksi
komunikasi antara dua pihak keluarga mempelai dalam menentukan
jumlah pisuke, yang merupakan salah satu syarat penting dalam
pernikahan. Komunikasi ini memiliki peran strategis dalam memperlancar
prosesi pernikahan adat, karena kegagalan dalam negosiasi dapat menjadi
penghalang atau bahkan mengakibatkan batalnya pernikahan. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan
deskriptif fenomenologis. Data dikumpulkan melalui wawancara
mendalam, observasi, serta dokumentasi, dengan tokoh adat dan anggota
keluarga ~mempelai sebagai sumber wutama. Hasil penelitian
mengungkapkan bahwa proses negosiasi dilakukan melalui beberapa fase,
yaitu pembuka, penyampaian tawaran, penawaran ulang jika terdapat
ketidaksesuaian, hingga mencapai kesepakatan. Dalam proses ini, sikap
sabar, menjaga norma kesopanan, serta komunikasi dua arah menjadi
kunci utama untuk mencapai pemahaman. Negosiasi akan pisuke sering
kali tidak selesai dalam sekali pertemuan, dan bisa berlangsung sampai
empat kali dalam periode satu bulan atau lebih, tergantung pada
kompleksitas pembicaraannya. Norma budaya seperti etika berbicara,
mendengarkan dengan penuh perhatian, serta penampilan yang dipakai
saat negosiasi memegang peranan penting terhadap keberhasilan
komunikasi. Sumbangan utama dari penelitian ini adalah memperlihatkan
bahwa tradisi pisuke lebih dari sekadar uang, tetapi merupakan simbol
penghormatan terhadap keluarga perempuan serta mekanisme budaya
untuk menjaga kehormatan dan keadilan dalam pernikahan adat. Penelitian
ini juga menekankan pentingnya negosiasi yang terbuka, prinsipil, dan
berorientasi pada penyelesaian masalah bersama. Studi ini relevan sebagai
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referensi dan dukungan dalam memahami bagaimana budaya lokal
membentuk pola komunikasi di ranah domestik dan sosial. Dalam konteks
ini, komunikasi negosiasi tradisional dapat dipandang sebagai bentuk
diplomasi lokal yang menghargai nilai-nilai kekeluargaan, saling
menghormati, dan kesepakatan kolektif (Handayani, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Irene Endang Lafau dan Erda Fitriani,
tahun 2023 yang berjudul *“ Proses Negosiasi Penentuan Bowo Dalam
Adat Perkawinan Nias ” Berdasarkan hasil dari penelitian ini, antara lain
sebagai berikut: Pemahaman tentang dinamika komunikasi dalam
negosiasi di lingkungan budaya setempat. Studi ini menyoroti praktik
bowo, yaitu pemberian dari keluarga pria kepada keluarga wanita sebagai
syarat kebiasaan dalam pelaksanaan pernikahan di kalangan etnis Nias.
Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi
dan dianalisis melalui kerangka teori etnosains yang dipaparkan oleh
James P. Spradley. Hasil penting dari penelitian ini menunjukan bahwa
proses negosiasi dalam penetapan bowo meliputi beberapa langkah
penting, yaitu: (1) musyawarah dalam keluarga masing-masing mempelai,
(2) penentuan jumlah bowo yang mempertimbangkan aspek status sosial,
tingkat pendidikan, serta pengesahan adat dari paman pihak wanita
(sibaya), (3) pertemuan antara si’o (perantara adat) yang bertindak sebagai
penghubung komunikasi antara kedua belah pihak keluarga, dan (4)
mencapai kesepakatan bersama atau yang dikenal dengan istilah gogoila.
Dalam praktiknya, negosiasi tentang bowo sering kali menciptakan
dinamika yang rumit, termasuk kemungkinan timbulnya konflik karena
perbedaan harapan antara keluarga pria dan wanita. Dalam konteks ini,
peran si’o sangat penting untuk menjaga kelancaran dialog dan mencegah
ketegangan yang bisa menghambat proses pernikahan. Selain sebagai
bentuk komitmen ekonomi, bowo juga mencerminkan nilai-nilai luhur
seperti penghormatan terhadap perempuan, kehormatan keluarga, serta
jaminan moral terhadap kesinambungan hubungan suami istri. Studi ini
juga menekankan adanya perubahan nilai dalam tradisi bowo, di mana
penetapan jumlahnya sekarang ini tidak hanya berlandaskan pada aturan
adat, tetapi juga telah disesuaikan dengan situasi ekonomi, pendidikan, dan
kemampuan finansial pihak pria. Ini menggambarkan adanya penyesuaian
budaya terhadap perubahan sosial di masyarakat Nias. Oleh karena itu,
penelitian ini memperkaya wacana akademik mengenai komunikasi antar
budaya, khususnya dalam konteks negosiasi adat pernikahan, sekaligus
menunjukkan bagaimana sistem nilai dan struktur sosial masyarakat lokal
diungkapkan melalui praktik komunikasi tradisional yang mendalam
maknanya (Lafau & Fitriani, 2023).



12

8. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Miftahul Huda, M.Ag., Niswatul
5 $ % 3= Hidayati, M.H.I., Khairil Umami, M.S.1., dan Muhammad Syahrul Zubaidi
pada tahun 2020 berjudul “ Negosiasi Dalam Tradisi Penyelesaian
Sengketa Kewarisan Keluarga Pada Masyarakat Mataram Jawa
Timur ” Berdasarkan hasil dari penelitian, antara lain sebagai berikut:
Studi ini menyoroti bagaimana orang Mataraman di wilayah Java Timur
mengintegrasikan hukum Islam dan tradisi lokal ke dalam distribusi
warisan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metodologi
penelitian lapangan, penelitian ini menganalisis fenomena negosiasi yang
terjadi antara ahli waris dalam konteks tradisi warisan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa proses negosiasi dalam resolusi konflik warisan
menghadirkan beberapa langkah penting, mempertimbangan untuk
mencapai beberapa langkah kunci pertimbangan antara keluarga untuk
mencapai kegembiraan, keputusan tentang tahap suksesi, aspek keadilan
dan tradisi, dan keputusan tentang penggunaan komunikasi antara
komunikasi antara konflik. Pada kenyataannya, negosiasi ini sering
menghadapi tantangan, termasuk kemungkinan konflik yang muncul
karena harapan dan pemahaman ahli waris. Studi ini juga menekankan
bahwa tradisi mendistribusikan warisan dalam komunitas Mataraman tidak
hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk distribusi properti, tetapi juga
o £ mencerminkan nilai -nilai sosial dan budaya seperti: Selanjutnya,
~ = penelitian ini menunjukkan adaptasi praktik waris dalam respons terhadap
perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat, dan aspek -
= aspek pendidikan dan keterampilan keuangan. Oleh karena itu, penelitian
@ ini telah berkontribusi secara signifikan untuk memahami komunikasi
antar budaya, khususnya dalam kaitannya dengan negosiasi ketajaman
: warisan dan bagaimana nilai -nilai masyarakat dan struktur sosial
= _ direalisasikan dalam praktik komunikasi tradisional (Huda & Zubaidi,
- 2020).

E O 4 9. Penelitian yang dilakukan oleh Syafrida dan Ralang Hartati pada tahun
* s 2020 yang berjudul “ Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata
S Melalui Negosiasi ” Berdasarkan hasil dari penelitian, antara lain sebagai
berikut: Studi ini menekankan bahwa negosiasi adalah alternatif untuk
resolusi konflik yang efektif, khususnya dalam kaitannya dengan
perselisihan sipil dan hukum komersial yang diselesaikan secara damai.
= Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis

: prosedur negosiasi dan keunggulan sebagai metode kontroversi. Hasil
= penelitian menunjukkan bahwa prosedur resolusi konflik didasarkan pada
_ kesepakatan antara para pihak dengan bernegosiasi dengan konflik tanpa
5 berpartisipasi. Proses ini melibatkan penawaran dan penyediaan
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permintaan waktu dan badan negosiasi, masing -masing pihak yang ingin
berusaha untuk mencapai perjanjian yang saling menguntungkan dan
membuat perjanjian tertulis sebagai bukti hasil negosiasi. Dalam
praktiknya, negosiasi ini sering menghadapi tantangan, termasuk
kemungkinan konflik karena perbedaan kepentingan antara pihak -pihak
terhadap konflik. Studi ini juga menekankan bahwa keunggulan resolusi
konflik adalah karena biaya yang sederhana, lebih cepat dan lebih murah
bernegosiasi dibandingkan dengan metode perselisihan hukum. Selain itu,
negosiasi ditutup dan rahasia untuk mencegah permusuhan antara para
pihak dalam konflik. Studi ini telah berkontribusi secara signifikan untuk
memahami resolusi konflik alternatif dan bagaimana nilai keadilan dan
kerja sama dapat direalisasikan dalam praktik negosiasi masyarakat. Oleh
karena itu, penelitian ini memperkaya wacana akademik tentang
rekonsiliasi (Syafrida, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsurizal, pada tahun 2024 yang
berjudul “ Negosiasi Dalam Kelompok (In-Group) Pada Tradisi
Mapettu Ada Dalam Pernikahan Adat Bugis” Berrdasarkan dari hasil
penelitian, antara lain sebagai berikut: Pentingnya proses negosiasi dalam
konteks pernikahan tradisional Bugis tradisional di Kabupaten Indragiri
Hilir. Studi ini menggunakan metode kualitatif menggunakan teknik
perekaman data melalui pengamatan dan wawancara yang bertujuan untuk
memahami dinamika interaksi sosial dalam tradisi mapettu ada. Temuan
penelitian menunjukkan bahwa dalam tradisi mapettu ada ada tiga
hukuman utama untuk konflik, yaitu integrasi, kompromi, dan resolusi
dominasi. Pendekatan terintegrasi berfokus pada solusi untuk kedua sisi
dari semua pihak yang terlibat, tetapi kompromi tersebut mencakup
konsesi timbal balik untuk mencapai kesepakatan. Di sisi lain, aturan ini
terjadi ketika partai menggunakan kekuatan mereka untuk mempengaruhi
hasil negosiasi. Negosiasi sering didasarkan pada nilai -nilai kebijaksanaan
lokal, seperti Sipakatau dan Pangadereng Studi ini juga menekankan
bahwa proses negosiasi dalam tradisi mapettu ada tidak hanya mencapai
konsensus, tetapi juga mencerminkan nilai -nilai budaya seperti: penelitian
ini berkontribusi secara signifikan untuk memahami komunikasi budaya
dalam konteks pernikahan tradisional dan menunjukkan bagaimana nilai -
nilai sosial dan struktur komunitas Bugis terwujud dalam praktik negosiasi
yang kompleks dan berharga. Oleh karena itu, penelitian ini memperkaya
wacana akademik mengenai negosiasi dalam tradisi pernikahan,
khususnya dalam konteks komunitas Bugis Indragiri Hilir (Syamsurizal,
2024) .
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2.2 Landasan Teori

Teori adalah struktur sistematis yang terdiri dari konsep, definisi, dan
pernyataan yang memungkinkan para peneliti untuk menganalisis fenomena
secara komprehensif. Spesifikasi hubungan antara teori dan variabel
memungkinkan penjelasan dan prediksi berbagai peristiwa. Kalimat itu sendiri
adalah pernyataan yang dapat membuktikan, membantah, atau mempertanyakan
kebenaran. Oleh karena itu, teori dapat dianggap sebagai perangkat konseptual
yang diatur secara logis untuk memahami dan memprediksi berbagai fenomena
yang terjadi (Surahman et al., 2020).

Dari wuraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori dasar adalah
kumpulan definisi dan materi yang menjadi acuan serta panduan dalam
menyelesaikan suatu masalah.

2.2.1 Teori Manajemen Konflik

Teori manajemen konflik merupakan kerangka pemikiran yang membahas
cara mengelola konflik secara efektif dalam konteks organisasi maupun hubungan
antarindividu. Dalam lingkungan organisasi, konflik sering kali muncul akibat
perbedaan pandangan, kepentingan, nilai, atau tujuan. Teori ini menekankan
bahwa konflik adalah bagian alami dari dinamika sosial dan bukan sesuatu yang
harus selalu dihindari. Jika dikelola dengan tepat, konflik justru dapat menjadi
peluang untuk memperbaiki hubungan, mendorong kerja sama, serta
menghasilkan ide-ide inovatif (Magner & Rahim, 2015) .

Salah satu model yang umum digunakan dalam teori ini adalah model
5 2 Thomas-Kilmann, yang mengidentifikasi lima gaya utama dalam mengelola
o konflik: kompetitif, kolaboratif, menghindar, akomodatif, dan kompromi. Setiap
gaya memiliki kelebihan dan kekurangan, serta harus diterapkan sesuai dengan
D kondisi dan konteks permasalahan. Selain gaya, teori ini juga mencakup berbagai
5 2 metode penyelesaian konflik seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan kolaborasi
tim. Dengan menerapkan strategi manajemen konflik yang tepat, organisasi dapat
menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif, produktif, dan responsif
tethadap tantangan yang dihadapi (Paramitha, 2017).

Teori manajemen konflik yang diperkenalkan oleh Rahim dan Magner
pada tahun 1995 mencakup beberapa strategi, seperti penghindaran, dominasi,
= obligasi, integrasi, dan kompromi. Model ini sering menjadi topik diskusi dalam
£ konteks gaya pendekatan manajemen konflik menurut Rahim dan Magner (1995):

1. Penghindaraan (4Avoiding)
Gaya menghindar adalah pendekatan yang tidak menunjukkan ketegasan
individu dan sesuai digunakan dalam situasi yang dianggap sepele. Gaya
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ini efektif jika kemungkinan memang kecil, persoalan kurang penting, atau
ketika diperlukan waktu lebih lama untuk mengumpulkan informasi.
Kelemahannya adalah cenderung melemparkan masalah kepada orang
lain, menghindar dari situasi yang ada, membiarkan orang lain
menyelesaikannya, menunggu lama untuk respon, dan tidak memberikan
banyak jawaban, sehingga konflik berpotensi berlanjut (Pedhu, 2020).
Dominasi (Dominating)

Menurut Rahim (1995), gaya manajemen konflik yang disebut “dominan”
atau “mendominasi” adalah pendekatan di mana individu menggunakan
kekuasaan untuk mengatasi konflik. Gaya ini digambarkan sebagai upaya
untuk mengendalikan situasi konflik dengan menerapkan kontrol dan
ancaman guna memaksa keputusan (Kassim & Ibrahim, 2014).

Obligasi (Obliging)

Gaya obliging adalah gaya manajemen konflik yang lebih mengutamakan
kepentingan pihak lain daripada kepentingan sendiri. Gaya ini cenderung
bersedia mengorbankan keinginan pribadi demi kepentingan orang lain
demi menciptakan suasana yang damai. Sikap obliging ditandai dengan
kecenderungan untuk menerima pendapat orang lain tanpa melakukan
analisis kritis (Widjaja et al., 2019).

Integrasi (Integrating)

Gaya ini mencerminkan perhatian yang tinggi terhadap kepentingan diri
sendiri dan orang lain. Didefinisikan sebagai pendekatan kolaboratif di
mana setiap kebutuhan dapat dipenuhi. Gaya ini efektif jika ada
komunikasi terbuka yang mendukung pencarian dan pertukaran informasi
antar anggota organisasi. Orang yang menggunakan gaya integrasi
biasanya menganalisis masalah untuk menemukan solusi yang
menguntungkan semua pihak, membutuhkan komitmen bersama agar
solusi dapat diimplementasikan secara efektif. Gaya ini ideal untuk
menangani masalah yang berhubungan dengan tujuan jangka Panjang.
Namun, gaya ini mungkin kurang tepat dalam beberapa situasi, seperti
ketika masalahnya sederhana, memerlukan penyelesaian cepat, pihak lain
tidak memprioritaskan hasil, atau kurang memiliki keterampilan
pemecahan masalah (Pratiwi, 2021).

Kompromi (Compromising)

Kompromi merupakan suatu proses pertukaran kepentingan, yang mana
setiap pihak memperoleh manfaat dengan memberikan sesuatu sebagai
timbal balik. Proses ini memerlukan analisis berbagai aspek, strategi
negosiasi yang melibatkan pertukaran kepentingan, serta pencarian titik
temu yang menguntunggkan semua pihak. Dalam kompromi, tidak ada
yang mendapatkan semua keinginannya, namun para pihak dapat
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menerima hasil akhir dengan cukup puas. Meskipun masing-masing pihak
perlu berkorban dan mungkin merasa kurang puas, kompromi biasanya
menghasilkan solusi yang dapat diterima bersama. Ketika semua pihak
menganggap kompromi sebagai Solusi yang adil, penyelesaian konflik
dapat tercapai dengan efektif. Namun, kelemahan kompromi dalam
manajemen proyek adalah risiko mengorbankan aspek aspek penting
proyek untuk keuntungan jangka pendek, seperti mengurangi standar
keselamatan atau kualitas demi penghematan biaya (Hutami et al., 2022).

2.2.2 Negosiasi

Secara etimologi, kata negosiasi berasal dari “negotior” yang berarti
berbisnis. Negosiasi kadang juga disebut sebagai “lobby”, yang berasal dari kata
lobby. Secara umum negosiasi berarti komunikasi dua arah yang dirancang untuk
mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang
berbeda (Fisher & Ury). Negosiasi juga sebagai cara efektif untuk mendapatkan
apa yang kita kehendaki dari pihak lain, di mana ada kepentingan yang
bertentangan namun juga ada kepentingan yang sama (Harry A.Mills). Sedangkan
menurut (Scott) negosiasi adalah suatu bentuk pertemuan antara dua pihak, untuk
mencapai  suatu  persetujuan.  Tujuan  bernegosiasi  adalah  untuk
mengkomunikasikan dan mendengarkan, mencari solusi yang menguntungkan
antara kedua pihak, mencari kecocokan antara kedua pihak dan mencari
penyelesaian dalam sebuah konflik (Nursolihah, 2020).

Negosiasi adalah cara yang lunak dalam menyelesaikan konflik. Negosiasi
dianggap lebih baik dibandingkan kekerasan karena memiliki beberapa kelebihan.
5 2 Pertama negosiasi dapat menyelesaikan masalah secara efisien tanpa
o menimbulkan korban jiwa atau kerusakan fisik. Selain itu, negosiasi mendorong
terbentuknya komitmen bersama dan memberikan keuntungan semua pihak yang
D terlibat. Kedua, proses ini membantu membangun rasa saling percaya yang kuat,
= 3 sehingga hubungan antar pihak menjadi lebih baik dalam jangka panjang. Ketiga,

negosiasi membuka peluang untuk menjaga dan memperbaiki hubungan di masa
depan (Fatyandri et al., 2022).

Tujuan utama negosiasi adalah untuk menciptakan perjanjian atau solusi
bersama yang saling menguntungkan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.
Dalam proses negosiasi, diharapkan bahwa para pemangku kepentingan akan
= dapat mengomunikasikan pendapat mereka, mendengarkan argumen pihak lain,
dan menemukan dasar yang sama bagi mereka untuk diterima bersama. Negosiasi
= bukan hanya cara untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, tetapi juga cara
_ untuk menyelesaikan perbedaan dengan cara yang adil dan elegan. Selain itu,
5 negosiasi memiliki tujuan jangka panjang untuk mempertahankan hubungan yang
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baik dengan orang-orang yang berinteraksi dengan mereka. Dalam konteks sosial
yang lebih luas, negosiasi membantu membangun kohesi sosial, menciptakan
harmoni dan memperkuat rasa saling percaya. Dengan kesepakatan sukarela,
negosiasi membentuk dasar yang kuat untuk membentuk kewajiban jangka
panjang yang sama. Oleh karena itu, negosiasi tidak hanya menyelesaikan
masalah sejenak, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun
hubungan sosial yang sehat di masa depan (Vangoh et al., 2023).

Negosiasi memiliki beberapa fungsi penting, terutama dalam kehidupan
sosial dan resolusi konflik. Pertama, negosiasi bertindak sebagai cara untuk
menyelesaikan masalah tanpa menggunakan tindakan kekerasan atau penegakan
hukum. Keuntungan ini menegosiasikan pilihan awal saat menyelesaikan sengketa
untuk individu, kelompok dan negara. Negosiasi dapat mencegah pihak untuk
mencegah kerugian materi dan kontradiksi korban. Kedua, negosiasi bekerja
untuk membangun kepercayaan antara pihak yang berinteraksi. Ketika proses
negosiasi secara terbuka, jujur dan adil, rasa saling menghormati dan
menghormati satu sama lain terbentuk. Ketiga, negosiasi menawarkan keunggulan
strategis untuk mempertahankan hubungan jangka panjang. Kontrak yang dicapai
melalui negosiasi biasanya lebih mudah diimplementasikan, karena mereka
memasukkan persetujuan aktif dari semua pemangku kepentingan. Karena itu,
negosiasi memainkan peran ganda. Sebagai pemecah masalah dan sebagai
S5 3 peningkatan hubungan sosial (Sumiyati & Darsono, 2023).

Dalam kehidupan sehari-hari, negosiasi menjadi bagian penting dari
= banyak aspek, mulai dari ruang lingkup individu hingga komunitas yang lebih
@ inklusif. Sebagai bagian dari masyarakat adat, termasuk komunitas Minangkabau,
negosiasi sering digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial, seperti:
3 Proses negosiasi berlangsung melalui forum konsultasi di mana pihak pihak yang
- berkepentingan, seperti Niniak Mamak atau Pemangku Adat , bertindak sebagai
perantara, dan karakter tradisional. Sebagai prinsip pertimbangan, negosiasi tidak
j hanya sarana untuk menyelesaikan masalah nyata, tetapi juga bagian dari nilai

5 nilai budaya lokal. Dalam konteks yang lebih luas, diplomasi, hubungan bisnis,
S dan negosiasi solusi konflik juga digunakan di tingkat nasional dan internasional.

Nilai kunci negosiasi adalah kemampuan untuk menetapkan perjanjian tanpa
mengorbankan martabat partai. Oleh karena itu, negosiasi adalah bentuk budaya
dialog dan rasionalitas yang menjaga rasa hormat kepada orang lain (Ramdesta,
= 2023).

o B 2.2.3 Adat Minangkabau

= Adat di Minangkabau dilafalkan secara lisan dengan adaik yang artinya
= aturan hidup orang minang yang menganut garis kekerabatan ibu (matrilineal)
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yang telah ditetapkan oleh Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak
Katamangguangan. Dalam pemahaman tambo disebut dengan istilah Adat lamo
pusako usang (adat dan pusaka lama) yang diwarisi turun temurun dari datuak
Perpatih Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan. Pengertian adat lainnya
adat Minangkabau adalah segala yang terkait dengan hukum alam yang
merupakan kebiasaan yang lazim terjadi di alam (Setiawan, 2019).

Adat Minangkabau merupakan seperangkat aturan dan nilai-nilai
kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Minangkabau.
Adat bukan hanya sekedar tata cara kehidupan sosial, tetapi juga menjadi falsafah
hidup yang membentuk jati diri masyarakat. Adat Minangkabau tumbuh dan
berkembang seiring perjalanan sejarah masyarakat minang yang menganut sistem
kekerabatan matrilinear, yaitu garis keturunan ibu. Dalam masyarakat
Minangkabau, adat bukan hanya sekedar norma sosial, tetapi juga menjadi
panduan hidup yang diwariskan secara turun menurun. Adat minangkabau berakar
dari warisan nenek moyang yang sudah ada sejak lama dan diwariskan secara
turun temurun melalui generasi generasi masyarakat Minangkabau. Berdasarkan
sejarah adat, pembentukan dasar dasar adat Minangkabau dirumuskan oleh dua
tokoh penting, yaitu Datuak Katumannggungan dan Datuak Parpatiah Nan
Sabatang. Kedua tokoh ini memiliki peran yang besar dalam menyusun aturan
adat dan sistem pemerintahan masayarakat Minangkabau. Dalam perkembangan
berikutnya, dikenal dua sistem adat hasil gagasan mereka, yaitu sistem koto
piliang yang bercorak arsitokratis dan sistem bodi caniago yang bersifat
demokratis. Tradisi ini dikenal dengan istilah “Adat Lamo Pusako Usang” yaitu
adat lama yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi (Sola,
sy 2020).

Dari jurnal Adat Minangkabau karya Muhammad Nasir (2020). Secara
- terminologi, adat Minangkabau merujuk pada seperangkat aturan, norma dan
kebiasaan hidup masyarakat minang yang bersifat turun temurun. Adat ini bukan
j hanya sekedar kebiasaan sosial, melainkan sistem nilai yang membentuk cara
5 pandang hidup orang Minangkabau. Secara umum, adat Minangkabau terbagi
S menjadi empat jenis yang disebut adat nan ampek yaitu:

5 _ 1. Adat Nan Sabana Adat, yaitu adat yang hakikatnya bersifat universal, tidak
E berubah oleh waktu atau keadaan, dan berlaku sepanjang masa

= 2. Adat Nan Diadatkan, yaitu aturan yang disusun oleh para pendiri adat
: © (Datuak Katumanggungan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang), berkaitan
D 2 dengan struktur sosial seperti garis keturunan matrilinear, sistem
: perkawinan eksogami, dan aturan harta pusaka.

& 3. Adat Nan Teradat, yaitu aturan atau kesepakatan yang berlaku disuatu
nagari berdasarkan musyawarah penghulu.
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4. Adat Istiadat, yaitu kebiasaan atau tradisi masyrakat sehari hari seperti
kesenian, upacara adat, dan kebudayaan lokal lainnya.

Dalam sistem sosial Minangkabau yang menganut kekerabatan matrilinear,
pembagian masyarakat berdasarkan suku menjadi bagian yang penting dalam
struktur sosialnya. Suku merupakan kelompok genealogis yang diturunkan
berdasarkan garis keturunan ibu. Masing masing suku memiliki identitas,
peran, serta aturan khusus terkait hubungan sosial, termasuk dalam hal
perkawinan, pewarisan harta, dan kepemimpinan adat (Nasir, 2022).

2.2.4 Pernikahan Adat Minangkabau

Pernikahan dalam adat Minangkabau bukan sekedar penyatuan antara dua
individu, tetapi merupakan bagian dari sistem sosial yang erat kaitannya dengan
struktur adat dan kekerabatan. Masyarakat Minangkabau menganut sistem
kekerabatan matrilinear, yaitu garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Oleh sebab
itu, perkawinan di Minangkabau menjadi urusan keluarga besar pihak perempuan.
Mulai dari proses pencarian jodoh, peminangan, pelaksanaan akad, hingga resepsi
pernikahan, semua menjadi tanggung jawab keluarga pihak perempuan. Dalam
tradisi adat, proses meminang dilakukan oleh keluarga perempuan kepada pihak
laki laki sebagai pelamar. Dalam masyarakat Minangkabau, laki laki yang
menikahi perempuan minang disebut urang sumando. Urang sumando tidak

memiliki hak atas harta pusaka istri, bahkan posisinya sering diibaratkan seperti
“abu di atas tungku”, yang artinya kedudukannya sangat rapuh dan hanya bersifat
sementara selama masih ada ikatan perkawinan. Setelah menikah, anak-anak yang
lahir dari perkawinan tersebut tetap menjadi anggota kaum istri dan mengikuti
5 2 garis keturunan ibunya. Oleh sebab itu, dalam sistem adat Minangkabau, seorang
o 2 Z  laki-laki bertanggung jawab bukan kepada anak kandungnya, melainkan kepada
kemenakannya (anak dari saudara perempuan) sesuai dengan prinsip matrilinear
(Abadi, 2021).

j Adat Minangkabau memiliki pandangan mengenai perkawinan ideal.
5 Perkawinan yang dianggap baik adalah apabila terjadi antar keluarga dekat,
S seperti antara anak dan kemenakan, yang dapat mempererat hubungan
kekerabatan dan mempertahankan harta pusaka dalam satu kaum. Sebaliknya, ada
juga jenis perkawinan yang dianggap tidak ideal, seperti perkawinan pulang
kabako (menikah dengan saudara dari pihak ayah) dan perkawinan awak samo
= awak (perkawinan sesama orang sekampung), yang berpotensi menimbulkan
5 persoalan dalam struktur kekerabatan (Asmaniar, 2018).

Pernikahan menurut adat Minangkabau juga tidak hanya berkaitan dengan
aspek keluarga kecil saja, tetapi juga melibatkan seluruh komunitas adat, dengan
tanggung jawab kolektif untuk menjaga kehormatan kaum dan kelangsungan
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keturunan. Dalam proses pernikahan, keluarga perempuan akan mengatur seluruh
rangkaian prosesi adat, mulai dari peminangan (batimbang tando), prosesi
pernikahan (aleh marapulai), hingga acara pesta adat. Setelah perkawinan
berlangsung, dampaknya tidak hanya bersifat pribadi, melainkan juga membawa
pengaruh terhadap kedudukan sosial kedua belah pihak dalam komunitas adat.
Dengan itu, pernikahan dalam adat Minangkabau memiliki makna ganda, yaitu
sebagai ikatan perdata dan ikatan adat. la tidak hanya membawa konsekuensi
hubungan antara suami istri, tetapi juga berdampak langsung terhadap tatanan
adat, kekerabatan, serta hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu,
pernikahan dalam adat Minangkabau bukan sekedar hubungan individu,
melainkan bagian integral dari kehidupan adat yang menegaskan peran keluarga,
suku, dan kaum dalam membangun tatanan sosial masyarakat Minangkabau (Aini
etal., 2024).

2.2.5 Pernikahan Sasuku

Pernikahan sasuku dalam adat Minangkabau merupakan bentuk
perkawinan yang dilarang keras dalam tatanan sosial masyarakat Minangkabau.
Larangan ini berkaitan erat dengan sistem kekerabatan matrilinear yang dianut
oleh masyarakat minang, dimana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Dalam
pandangan adat, orang yang berasal dari suku yang sama dipandang sebagai suatu
keluarga besar (berdunsanak), meskipun hubungan genealogisnya mungkin sudah
jauh atau bahkan tidak diketahui secara langsung. Oleh karena itu, menikah
dengan orang satu suku dianggap sebagai tindakan tabu (pantangan adat), yang
= diyakini dapat menimbulkan berbagai dampak buruk, baik secara sosial, budaya,
@ maupun moral (Febria et al., 2022).

o 2 Secara historis, larangan perkawinan sasuku berakar dari nilai-nilai adat
yang memandang pentingnya menjaga kemurnian garis keturunan dan kehormatan
D keluarga besar. Perkawinan sasuku dinilai dapat merusak struktur kekerabatan
= 3 yang sudah mapan, karena dikhawatirkan terjadi percampuran hak dan tanggung

jawab dalam satu kaum, yang dapat menimbulkan pertentangan anggota keluarga.
Selain itu, dalam pandangan masyarakat Minangkabau, larangan ini juga
berhubungan dengan mitos dan kepercayaan turun temurun yang cacat, rezeki
5 z yang seret, rumah tangga yang tidak harmonis, bahkan sering mendatangkan
5 musibah bagi keluarga besar pelaku. Larangan tersebut bukan hanya bersifat
sosial, tetapi juga diperkuat oleh norma adat yang berlaku, apabila terjadi
: pelanggaran, masyarakat akan mengenai sanksi adat kepada pelaku pernikahan
D 2 sesuku. Sanksi ini dapat berupa pengucilan sosial, pembayaran denda, bahkan
dalam kasus tertentu akan dikenakan hukuman dibuang sepanjang adat, artinya
diusir dari lingkungan masyarakat dan kehilangan hak untuk kembali. Dalam
beberapa situasi, pelaku bisa diberikan pilihan untuk melakukan negosiasi agar
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pernikahan dapat diterima oleh masyarakat, tentunya dengan persyaratan
khususnya seperti musyawarah adat, persetujuan penghulu, serta membayar denda
adat sesuai kesepakatan bersama (Aini et al., 2024).

Meski demikian, dalam praktiknya, terdapat pengecualian di beberapa
wilayah Minangkabau yang mulai melonggorkan aturan ini, terutama di daerah
daerah perantauan yang telah bercampur dengan berbagai etnis dan budaya lain.
Namun, secara umum larangan pernikahan sasuku tetap dipertahankan oleh
masyarakat Minangkabau sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan adat
leluhur. Larangan ini juga sejalan dengan prinsip falsafah “Adat Basandi Syarak,
Syarak Basandi Kitabullah”, dimana adat dan agama islam berjalan beriringan.
Dalam perspektif islam sendiri, selama tidak terdapat hubungan mahram,
pernikahan itu sah. Akan tetapi, karena dalam adat Minangkabau orang satu suku
dianggap satu darah dan satu keluarga besar, maka perkawinan sasuku tetap
dianggap melanggar norma adat meskipun secara agama mungkin tidak ada
pelanggaran. Dengan demikian, larangan perkawinan sasuku dalam adat
Minangkabau merupakan upaya menjaga harmoni sosial dan integritas sistem
kekerabatan matrilineal yang telah diwariskan secara turun temurun. Larangan ini
sekaligus menjadi identitas budaya yang membedakan masyarakat minang dengan
suku suku lain di Indonesia. Secara garis besar, pernikahan sasuku dipandang
sebagai bentuk pelanggaran terhadap kearifan lokal yang telah lama dijunjung
tinggi masyarakat Minangkabau. Praktik ini bukan sekedar soal hubungan antara
laki-laki dan perempuan, melainkan menyangkut kehormatan keluarga besar,
kelangsungan nama baik kaum, serta keberlanjutan warisan budaya. Oleh karena
itu, walaupun tidak dilarang oleh agama, adat Minangkabau tetap menjadikan
larangan pernikahan sasuku sebagai salah satu norma penting yang harus
dihormati demi menjaga identitas dan kehormatan masyarakatnya (Dewi &
Nizam, 2023).
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk
menggambarkan, menjelaskan, dan memperoleh informasi terkait dengan
proses Negosiasi Adat Kebolehan Pernikahan Sesuku di Nagari Taram
Kabupaten 50 Kota. Oleh karena itu, pendekatan penelitian yang
digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Metode ini
dipilih, supaya peneliti dapat mengungkap, mendeskripsikan dan
menganalisis bagaimana proses negosiasi adat dilakukan oleh para pihak
yang terlibat dalam memperoleh kebolehan menikah sesuku di dalam
masyarakat adat Minangkabau, khususnya di Nagari Taram. Pendekatan
kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini diawali dengan
pengumpulan literatur dan teori yang relevan dengan topik penelitian, dan
selanjutnya dibandingkan dengan kondisi di lapangan. Dengan demikian,
hasil dari penelitian dapat memberikan gambaran yang sesuai antara teori
dan praktik yang terjadi di masyarakat. Untuk memperoleh data yang
mendalam dari proses negosiasi adat tersebut, peneliti melakukan
observasi langsung terhadap perilaku para pelaku adat yang terlibat, baik
niniak mamak, keluarga kedua belah pihak, maupun tokok adat lainnya
(Kusumastuti, A., & Khoiron, 2019).

Menurut pendapat Kirk dan Miller yang dikutip dalam Moleong,
penelitian kualitatif adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang
mengandalkan pengamatan langsung terhadap peristiwa maupun istilah
yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini diperkuat oleh pendapat
Boghdan dan Taylor dalam buku Samsu yang menjelaskan penelitian
kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata kata lisan maupun
tulisan dari orang orang dan perilaku yang diamati. Dengan pendekatan
ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan fenomena negosiasi adat
kebolehan pernikahan sesuku di Nagari Taram Kabupaten 50 Kota secara
lebih mendalam dan kontekstual sesuai dengan realitas sosial masyarakat
Nagari Taram (Kusumastuti, A., & Khoiron, 2019).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten 50 Kota
Nagari Taram yang masyarakatnya mayoritas menganut adat
Minangkabau dan masih menjalankan dan menjaga larangan
pernikahan sesuku dalam adat Minangkabau.
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= 2. Waktu Penelitian
S & Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2025 sampai
bulan Desember 2025
3.3 Sumber Data Penelitian
Sumber data dalam penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi
tempat atau pihak dimana peneliti dapat memperoleh informasi yang
relevan dengan fenomena dari penelitian. Sumber data dapat berupa orang,
dokumen, atau objek lain yang dapat memberikan informasi menjawab
fokus penelitian.
Dalam penelitian ini, sumber data terdiri dari data primer dan data
sekunder. Apabila peneliti melakukan wawancara atau pengamatan
langsung, maka sumber data tersebut berupa individu yang memberikan
informasi, yang disebut sebagai informan. Informan merupakan orang
orang yang memiliki keterlibatan langsung atau memahami permasalahan
terkait negosiasi adat kebolehan pernikahan sesuku di Nagari Taram.
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari
sumbernya, baik melalui proses mendengar, mencatat, maupun
mengamati tanpa perantara. Dalam konteks penelitian ini, data primer
berkaitan langsung dengan topik yang diteliti, mengenai proses
Negosiasi Dalam Adat Kebolehan Pernikahan Sesuku di Nagari
Taram, Kabupaten Limah Puluh Kota.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data pendukung yang berfungsi membantu
peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari isntansi atau
lembaga yang relevan dengan penelitian, baik dalam bentuk catatan,

laporan, maupun hasil dokumentasi lainnya. Secara umum data
: _ sekunder merupakan hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer
S ¢ yang telah disusun dalam bentuk tabel, grafik, diagram, gambar, atau
O format informatif lainnya agar lebih mudah dipahami oleh pihak lain.
& N Data sekunder dimanfatkan oleh peneliti untuk dianalisis lebih lanjut,
e jadi data sekunder dikatakan sebagai sumber data kedua yang
= mendukung penelitian (Kusumastuti, A., & Khoiron, 2019).

% 3.4 Informan Penelitian

= Pada metode penelitian kualitatif dimana untuk memperoleh
= sumber datanya dibutuhkan seorang narasumber (manusia) yang di mana
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memiliki peran untuk mendapatkan informasi. Narasumber juga dapat
_ disebut sebagai informan. Informan merupakan subjek penelitian yang
_ memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang
5 diangkat dalam sebuah penelitian. Orang-orang yang akan dijadikan
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sebagai informan perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang isu-isu
yang akan diteliti dan memiliki pengetahuan yang benar-benar mengetahui
tentang masalah yang akan diteliti. Pihak-pihak yang memberikan
informasi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Informan Penelitian

NO Nama Keterangan

1. | Dt. Rajo Malikan Nan Putih Ninik Mamak

2. | Dt. Katumanggungan Nan Mudo Ninik Mamak

3. | Dt. Rajo Sampono Nan Bajangguk Ninik Mamak

4. | Dt. Rajo Mahudun Nan Gomok Sekretaris KAN

5. | Dt. Singo Nan Garang Seksi Adat KAN

6. | Dt. Maharajo Nan Putih Seksi Adat KAN

7. | Rini Susanti Bundo Kanduang

8. | Muhammad Fadli dan Meramiranti Pasangan Nikah Sasuku
9. | Efendi dan Intan Yurika Pasangan Nikah Sasuku

Sumber: Olahan Peneliti, 2025.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam prosesnya, peneliti

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi digunakan untuk mengamati secara langsung
proses negosiasi dalam adat kebolehan pernikahan sesuku di Nagari
Taram, Kabupaten Limah Puluh Kota. Observasi ini dilakukan dengan
panduan yang telah disusun sebelumnya untuk memudahkan peneliti
dalam memperoleh data yang rekevan dengan penelitian. Panduan
tersebut juga harus dikembangkan dan disesuaikan selama proses
penelitian berlangsung di lapangan.
Seluruh hasil pengamatan dicatat dan didokumentasikan dalam
berbagai bentuk, seperti catatan lapangan, rekaman audio, foto, atau
dokumentasi lainnya yang mendukung proses analisis data. Observasi
atau disebut juga pengamatan merupakan aktivitas memberikan
perhatian secara sistematis terhadap objek penelitian dengan
memnfaatkan pancaindra. Observasi dilakukan melalui pengamatan
langsung ke lingkungan penelitian, disertai pencatatan terhadap
berbagai hal yang berkaitan dengan data yang diperlukan.
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Metode observasi ini digunakan oleh peneliti untuk menggali
informasi terkait lokasi penelitian serta untuk memperoleh data yang
berkaitan dengan proses negosiasi dalam adat kebolehan pernikahan
sesuku di Nagari Taram, termasuk fenomena yang muncul dan
memiliki kaitan dengan praktik negosiasi tersebut.
2. Wawancara
Teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data yang
dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan
kepada subjek yang diwawancarai. Wawancara juga dapat diartikan
sebagai cara memperoleh data melalui interaksi langsung secara tatap
muka antara peneliti dan informan atau responden yang menjadi
subjek penelitian. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian
ini adalah wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas
terpemimpin. Wawancara dilakukan terhadap subjek penelitian yang
terdiri dari tokoh adat, tokoh masyrakat, remaja dan pelaku pernikahan
sesuku di Nagari Taram, Kabupaten Lima Puluh Kota. Teknik
wawancara ini digunakan untuk menggali data mengenai proses
negosiasi dalam adat kebolehan pernikahan sesuku di Nagari Taram
(Kusumastuti, A., & Khoiron, 2019).
3.6 Validitas Data
o £ Agar data yang diperoleh dalam penelitian bersifat valid daan
o dapat dipertanggung jawabkan, peneliti menggunakan teknik triangulasi
data. Triangulasi data dilakukan untuk menngabungkan data yang
= diperoleh melalui observasi dan wawancara kedalam satu kesatuan data
@ utama. Validitas data berfungsi sebagai bukti bahwa apa yang diamati dan
dijelaskan oleh peneliti sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi
: di lapangan. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti membandingkan
= _ antara dara hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan termasuk

membandingkan apa yang dikatkan informan di depan umum dengan
S @ pernyataan yang mereka sampaikan secara pribadi. Selain itu peneliti juga
5 membandingkan apa yang disampaikan informan mengenai situasi
S penelitian dengan pernyataan mereka di waktu yang berbeda, serta
mencocokkannya dengan berbagai pandangan dari masyarakat biasa
maupun tokoh yang memiliki jabatan. Hasil wawancara juga dibandingkan
dengan dokumen atau arsip yang relevan dengan topik penelitian.
= Triangulasi data ini diterapkan untuk memperkuat analisis terhadap

permasalahan yang dikaji dalam penelitian mengenai negosiasi adat
_ kebolehan pernikahan sesuku di Nagari Taram, Kabupaten Luma Puluh
_ Kota. Dengan menggunakan teknik ini, diharapkan data yang diperoleh
5 benar benar teruji keabsahannya, sesuai dengan realitas di lapangan, dan
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dapat diuraikan secara sistematis dalam pembahasan penelitian
(Kriyantono, 2022).

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah data dilapangan terkumpul, langkah berikutnya yang dilakukan
oleh peneliti adalah proses analisis data. Dalam penelitian kualitatif,
terdapat beberapa tahapan dalam menganalisis data, salah satunya
mengacu pada model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan
Huberman. Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga tahapan utama
dalam proses analisis data kualitatif:

1. Tahap reduksi data. Setelah data primer dan sekunder terkumpul,
langkah selanjutnya adalah memilah data, mengelompokkan ke dalam
tema tema tertentu, mengkategorikan, memfokuskan sesuai bidangnya,
menyusun ulang, serta merangkum data kedalam satuan analisis. Data
yang dianggap kurang relevan akan disisihkan. Setelah proses ini
selesai, data kemudian diperiksa kembali dan dikelompokkan sesuai
dengan fokus masalah yang diteliti. Data yang telah melalui proses
reduksi kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat agar dapat
memberikan gambaran menyeluruh tentang permasalahan penelitian.

2. Tahap penyajian data. Data yang telah direduksi disajikan dalam
bentuk narasi deksriptif. Peneliti menyusun hasil temuan data dalam
bentuk wuraian kalimat yang runtun dan sistematis, serta dapat
dilengkapi dengan bagan atau hubungan antar kategori agar lebih

mudah dipahami.

@ 3. Tahap penarik kesimpulan. Sebenarnya gambaran awal kesimpulan
a sudah mulai terbentuk sejak proses reduksi data berlangsung, namun
masih bersifat sementara. Kesimpulan akhir dapat mengalami
- = perubahan seiring ditemukan data tambahan datau jika terdapat data
S ¢ yang perlu disesuaikan (Kriyantono, 2022).

Melalui tahapan tahapan tersebut, peneliti berupaya untuk
menganalisis data terkait proses negosiasi dalam adat kebolehan
pernikahan sesuku di Nagari Taram, Kabupaten Lima Puluh Kota secara
sostematis, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang
jelas dan mendalam tentang permasalahan yang diteliti.
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250 23 BAB IV
GAMBARAN UMUM PENELITIAN
4.1 Sejarah Nagari Taram

Secara historis terbentuknya Nagari Taram memiliki keterkaitan erat
dengan kondisi geografis wilayah tersebut. Pada awalnya daerah ini disebut
tarandam, yang merujuk pada letaknya yang berada pada titik terendah
dibandingkan daerah-daerah di sekitarnya. Posisi yang lebih rendah ini
meényebabkan setiap akses menuju wilayah tersebut selalu melalui jalan menurun.
Selain itu, kawasan ini kerap mengalami genangan air akibat aliran dua batang
sungai, yaitu Batang Air Sinamar dan Batang Air Mungo, sehingga memperkuat
penggunaan istilah tarandam. Dalam perkembangannya kata tarandam berubah
menjadi taharam, yang artinya rendah. Perubahan bahasa secara bertahap
kemudian menjadikannya dikenal sebagai Taram hingga sekarang. Selain itu,
tradisi lisan masyarakat juga mencatat asal usul lain terkait asal usul nagari Taram.
Ketika nenek moyang pertama menetap di wilayah ini, mereka menemukan
banyak rumpun bambu berukuran kecil dan tipis. Bambu tersebut mengeluarkan
bunyi “ram” ketika terinjak. Bunyi khas tersebut menjadi dasar penamaan bambu
sebagai “ram”, yang selanjutnya berkembang dan turut mempengaruhi
terbentuknya nama Taram dalam perjalanan sejarah nagari (Azzura Natania,
2021).

Masyarakat yang datang ke wilayah ini merupakan kelompok pendatang
= yang berasal dari jalur yang berbeda-beda. Mobilitas mereka banyak bergantung
@ pada jalur air, sebab aliran Batang Air di Kabupaten Lima Puluh Kota pada masa
@ itumenghubungkan berbagai kecamatan dan kawasan pemungkiman. Kondisi ini
memungkinkan masyarakat tiba di daerah tersebut menggunakan sampan.

— Setibanya dilokasi, kelompok pendatang tersebut membentuk pemungkiman kecil
yang diberi nama Gobah. Istilah ini merujuk pada sehelai kain yang dililitkan
j pada sebatang kayu, kemudian ditancapkan ke tanah sebagai simbol keberadaan
5 pemungkiman baru. Pada fase awal permungkiman, masyarakat masih memegang
S kepercayaan animisme dan dinamisme. Mereka meyakini bahwa patung atau
benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib dan dapat memberikan
perlindungan. Sistem kepercayaan ini berlangsung sebelum masuknya pengaruh
islam secara lebih luas. Perubahan kegamaan di Nagari Taram terjadi sekitar tahun
= 1835 ketika Syekh Ibrahim Mufti, seorang ulama yang berasal dari Siak, Provinsi
Riau, datang ke wilayah tersebut dengan tujuan menyebarkan ajaran islam.
= Setelah menetap, ia mendirikan sebuah surau yang kemudian dikenal sebagai
_ Surau Tuo, yang hingga kini menjadi surau tertua di Nagari Taram. Surau ini
5 berfungsi sebagai pusat dakwah dan pendidikan agama, tempat Syekh Ibrahim
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Mufti serta murid-muridnya menyampaikan ajaran islam kepada masyarakat.
Kehadiran beliau dan aktivitas dakwah yang dilakukan menjadi titik awal
berkembangnya islam dan diterimanya ajaran tersebut oleh penduduk Nagari
Taram. Pada masa ketika nenek moyang masyarakat Nagari Taram masih
menganut agama Hindu, mereka memahat sebuah patung pada bagian tepi bukit
yang kini dikenal sebagai Bukik Bulek. Pada hari-hari tertentu, penganut Hindu
pada masa itu membawa sesaji kepada patung tersebut, yang disebut sebagai
“antaran”. Dari istilah inilah muncul rangkaian penyebutan nama nagari, mulai
dart Antaran, kemudian berubah menjadi Tar-an, disederhanakan menjadi Taran,
damakhirnya menjadi Taram (Rizki, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Sekretaris
Kantor Adat Nagari Taram Dt. Rajo Mahudun Nan Gomok, pada tanggal 29
November 2025 diperoleh penjelasan bahwa, Nagari Taram juga dikenal dengan
sebutan Nagari Nan Tujuh. Sebutan ini muncul karena diwilayah tersebut terdapat
berbagai unsur yang berkaitan dengan angka tujuh. Nagari Taram memiliki tujuh
jorong, tujuh suku, tujuh pincuran atau sumber mata air, serta tujuh aliran sungai
yang seluruhnya bermuara ke wilayah nagari. Masyarakat setempat meyakini
bahwa air dari ketujuh aliran sungai tersebut memiliki khasiat untuk
menyembuhkan penyakit, sehingga ketika ada warga sakit, mereka biasanya akan
mengambil air dari salah satu batang airr tersebut sebagai usaha pengobatan.

Pada tahap awal perkembangannya, Nagari Taram terdiri dari lima jorong.
Namun, seiring dengan pertumbuhan populasi dan kebutuhan administrasi, terjadi

pemekaran yang menambah jumlah jorong menjadi tujuh. Jorong-jorong tersebut
@ adalah sebagai berikut:

Jorong Balai Cubadak
Jorong Tanjung Kubang
Jorong Parak Baru
Jorong Tanjung Ateh

Jorong Sipatai
Jorong Subarang (dimekarkan pada tahun 2003)
Jorong Ganting (dimekarkan pada tahun 2003)
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Suku Piliang Godang
Suku Piliang Laweh
Suku Pitopang

Suku Bodi

Suku Melayu

Suku Sumabur
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7. Suku Sumpadang (Simon et al., 2023)

Struktur sosial di Nagari Taram terdiri atas beberapa suku yang masing-
masing dipimpin oleh seorang Pucuk Suku. Setiap suku memiliki sejumlah
kampung yang berada dibawah kepemimpinan Tuo Kampung. Jumlah kampung
dalam tiap suku bervariasi, yakni ada suku yang memiliki empat kampung dan
ada pula yang memiliki tiga kampung. Secara keseluruhan, total kampung di
Nagari Taram berjumlah 24 kampung, yang semuanya bersada dalam koordinasi
empat suku tersebut. Para pemimpin adat dari masing-masing suku inilah yang
kemudian disebut sebagai Ninik Mamak (Bachtiar, 2013).

4.2 Letak Geografis Nagari Taram

Menurut BKKBN (2025) Nagari Taram merupakan salah satu nagari yang
berada di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Secara
administratif, nagari ini memiliki luas wilayah sekitar 60,59 km? yang setara
dengan 14,54 persen dari total luas Kecamatan Harau. Nagari Taram berjarak
kurang lebih 5 kilometer dari pusat pemerintahan kecamatan dan sekitar 7
kilometer dari ibu kota kabupaten, yaitu Sarilamak. Secara geografis, Kabupaten
Lima Puluh Kota terletak pada koordinat 0°25°28,71” LU — 0°22°14,52” LS dan
100°15°44,10” — 100°50°47,80” BT. Kondisi topografinya beragam, mulai dari
dataran, wilayah bergelombang, hingga kawasan berbukit, dengan ketinggian
antara 110 meter hingga 2.261 meter di atas permukaan laut. Adapun luas
Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 3.354,30 km?, atau sekitar 7,94 persen dari
total luas Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 42.229,64 km* (Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), n.d.). Lokasi Nagari
Taram dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 4.1 Peta Digital Lokasi Nagari Taram

Sumber: Google Map (Olahan Peneliti 2025)
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4.3 Pemerintahan Nagari Taram

Pada tahun 1833, Pemerintah Kolonial Belanda membentuk struktur
pemerintahan terendah yang disebut kelarasan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota
terdapat 13 kelarasan, yang dikenal sebagai Tigo Baleh Laras. Nagari Taram
termasuk ke dalam salah satu kelarasan tersebut, bersama dengan Bukit Limbuku
dan Batu Balang, yang kemudian dinamakan Kelarasan Taram. Pemimpin terakhir
kelarasan ini adalah Datuk Paduko Simarajo Nan Panjang dari suku Sumpadang.
Pada tahun 1850, seluruh pemimpin laras dan pucuk suku di wilayah tersebut
diangkat oleh Pemerintah Belanda sebagai pejabat kolonial. Selanjutnya, pada
tahun 1913, sistem kelarasan resmi dihapus dan digantikan dengan jabatan
Demang, sementara pada tingkat nagari diangkat seorang Kepala Nagari sebagai
pemimpin administratif. Memasuki periode 1979-2000, struktur pemerintahan
mengalami perubahan melalui penerapan sistem Pemerintahan Desa. Pada masa
tersebut, wilayah Nagari Taram terbagi menjadi lima desa, yaitu Desa Tanjung
Kubang, Desa Balai Cubadak, Desa Parak Baru, Desa Tanjung Ateh, dan Desa
Sipatai. Pada tahun 2001, terjadi perubahan kembali dari sistem Pemerintahan
Desa ke sistem Pemerintahan Nagari, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2001, yang kemudian disempurnakan melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Nagari (Miko et al., 2021).



BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan

Berdasarkan yang telah penulis paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa
kebolehan pernikahan sasuku di Nagari Taram tidak diberikan melalui
penghapusan larangan adat, melainkan melalui proses negosiasi yang berlangsung
dalam musyawarah adat. Dalam proses tersebut, adat tetap memperthankan
larangan pernikahan sasuku sebagai prinsip dasar, namun membuka ruang
penyelesaian secara kontekstual agar konflik antara pilihan individu dan norma
adat dapat dikelola tanpa mengganggu keteraturan sosial masyarakat. Negosiasi
adat dalam penyelesaian permasalahan pernikahan sasuku dilakukan melalui dua
mekanisme utama, yaitu kompromi sebagai bentuk kelenturan norma dan obligasi
sebagai konsekuensi sosial atas kebolehan yang diberikan.

Dalam kebolehan pernikahan sasuku tercermin pada keputusan
musyawarah yang memberikan ruang kebolehan secara terbatas dan bersyarat.
Kompromi ini diwujudkan melalui penilaian terhadap tingkat kedekatan
kekerabatan, asal kampung atau paruik, serta potensi dampak sosial yang mungkin
timbul setelah pernikahan berlangsung. Dengan adanya kompromi, adat tidak
menempatkan pasangan sebagai pelanggar yang harus ditolak secara mutlak,
melainkan sebagai bagian dari masyarakat yang masih dapat ditempatkan kembali
dalam struktur sosial melalui pengaturan adat tertentu.

Konsekuensi dari keputusan kompromi yang dihasilkan melalui

5 < musyawarah. Obligasi ini berupa kewajiban sosial dan adat yang harus dipenuhi

oleh pasangan sebagai bentuk tanggung jawab atas kebolehan yang diberikan.
Melalui pemenuhan obligasi adat, pasangan memperoleh legitimasi sosial dan
diterima kembali dalam kaum dan nagari. Obligasi tersebut berfungsi tidak hanya

sebagai pengendali konflik, tetapi juga sebagai sarana pemulihan kewibawaan
adat dan penegasan bahwa kebolehan pernikahan sasuku tetap berada dalam
koridor norma adat yang disepakati bersama.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa negosiasi adat
kebolehan pernikahan sasuku di Nagari Taram berjalan melalui dua mekanisme
utama, yaitu kompromi dan obligasi adat. Kompromi berfungsi membuka ruang
= penyelesaian atas pelanggaran norma secara kontekstual, sedangkan obligasi adat
berperan memastikan bahwa kebolehan tersebut memiliki konsekuensi sosial yang
= menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan tatanan adat. Kedua

IS mekanisme ini menunjukkan bahwa adat di Nagari Taram berfungsi sebagai
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sistem sosial yang adaptif dan efektif dalam mengelola konflik perkawinan sasuku
tanpa menghilangkan prinsip dasar adat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan dalam
penelitian berjudul Negosiasi Adat Kebolehan Pernikahan Sasuku di Nagari
Taram, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, penulis menyampaikan
beberapa saran sebagai berikut:

a. Secara Akademis

1. Diharapkan penelitian selanjutnya yang mengkaji persoalan pernikahan
sasuku atau praktik adat Minangkabau dapat memperdalam analisis,
khususnya terkait mekanisme musyawarah dan negosiasi adat, sehingga
dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai dinamika adat dan perubahan
sosial di masyarakat Minangkabau.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kajian selanjutnya
yang membahasa pengelolaan konflik adat, terutama dalam konteks
kebolehan pernikahan sasuku.

b. Secara Umum

§ 1. Kepada masyarakat Nagari Taram untuk memahami bahwa larangan
= pernikahan sasuku dalam adat Minangkabau merupakan bagian dari upaya

sijn} eA

menjaga keteraturan sistem kekerabatan, kehormatan kaum, dan
keseimbangan kehidupan sosial masyarakat nagari

p U

2. Kepada tokoh adat agar terus mengedepankan musyawarah sebagai
mekanisme utama dalam menyikapi persoalan pernikahan sasuku,
sehingga setiap perbedaan pandangan dapat dikelola secara bijaksana
tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar adat yang berlaku.

3. Diharapkan kepada generasi muda agar tetap menghormati dan memahami
nilai-nilai adat yang hidup di tengah masyarakat. Khususnya larangan
pernikahan sasuku dalam adat Minangkabau.
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LAMPIRAN 1
PEDOMAN WAWANCARA

Tokoh Adat

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Bagaimana aturan adat terkait larangan menikah sasuku di Nagari Taram?
Apa yang menjadi dasar alasan larangan menikah sasuku di Nagari
Taram?

Bagaimana langkah awal ketika ada pasangan sasuku yang ingin meminta
izin menikah?

Siapa saja yang terlibat dalam proses pengajuan izin menikah sasuku?

Apa saja syarat dari adat yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin
menikah?

Apa saja yang dibicarakan saat musyawarah adat, antara keluarga
pasangan, pasangan yang ingin menikah dan tokoh adat yang terlibat?

Apa hal yang menjadi pertimbangan adat untuk menyetujui dan menolak
permohonan menikah sasuku

Apa keputusan akhir adat terhadap permohonan menikah sasuku?

Apa ada dampak yang harus diterima pasangan yang ingin menikah sasuku
setelah diizinkan?

Apa kendala yang ditemui tokoh adat saat proses negosiasi adat
berlangsung?

Apakah ada penolakan dari pihak adat dalam proses negosiasi kebolehan
pernikahan sasuku?

Bagaimana adat merespon perubahan pemikiran generasi muda terkait
larangan nikah sasuku?

Apa harapan adat terhadap keberlangsungan aturan adat larangan menikah
sasuku dimasa mendatang?

Apakah negosiasi pernikahan sasuku mengubah aturan adat yang ada?
Apa dampaknya negosiasi pernikahan sasuku bagi kelangsungan adat?
Apakah adat bisa berkompromi dengan perubahan zaman terkait larangan
menikah sasuku?

Pasangan yang Menikah Sasuku

Kapan Bapak/lIbu menyadari bahwa kalian berasal dari suku yang sama?
Apa langkah awal yang kalian lakukan setelah mengetahui bahwa kalian
sasuku dan tetap ingin menikah?

Siapa tokoh adat yang pertama kali dihubungi?

Bagaimana proses negosiasi adat yang kalian jalani?

Apa ada syarat khusus yang ditetapkan oleh pihak adat sebelum diberi izin
menikah?

66



UIN SUSKA RIAU

-
2
= S
€ a3
[ .
> 52
IS ¥ T
@ 25
2 EE
- c D
.m c = C
k " —
= TS o
S 23§
c =
[<5] k=) ..A_SIb_ >
E o2<
[5+]
o] m s =
S > S
nla +—= QO [35]
D % = nﬂ“vd o~
i s C & ©
o 0
[72] c = leed
© = o
— N ©
o = X ®©
S — O
o T8 &
S ®Wgg
[354 c o X
o S o c
o> 5> © O
c = O <
© = E »
> o
o ©
c ¥ T ©
£ x87T
S 23 g
n S S - »
L 8 0o g @
X X o @ o
C & ®© @© ®©
o L O O O
CECICL
= % ~ o _ ) x z . . : : . .
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NVIY VASNS NIN
o0

‘nery eysng NN wizi edue) undede ymuaq wejep Iul sijn} A1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwsaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

‘nery eysng NN Jefem Guek uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad ‘g

‘yelesew njens uenefun neje yiuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | eAuey uesiinuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

Tt

£

I ©
o I LAMPIRAN 2
° QO
i A DOKUMENTASI
5 o
= ~
5 o
= =
c =
s =2
-
3 -~
(o]
& C
= —_
§ =
=
& w
5
-
jeb)
2
W)
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